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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PT Jaminan Pembiaysan Askrindo Syariah disingkat dengan Askfindo Syariah atau
Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan
Yang Balk (Good Corporate Governance/GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dengan
berpedoman pada peraturan daf perundangan yang berlaku, maka dalam pelaksanaan
penerapan GCG sebagalmana dimaksud, Direksi menyusun-mekanisme pelaporen atas
dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Askrindo Syariah.

Dalam proses menjalankan kegiatan usahanya Askrinde Syarish senantiasa memperhatikan
kepentingan setiap pemangku kepentingan Perusahaan (Stakeholders), berdasarkan atas
azas kewajaran dan kesetaraan sesual prinsip-prinsip GOG yaitu fransparansi, akuntabllitas,
@nggung jawab, independensi dan kaadilan.

Adanya pelaporan pelanggaran dari pihak Pemangku Kepentingan (Stakeholders) sebagai
akibat darl kurang diperhatikannya hak-hak Pemangku Kepentingan dengan baik atau bahkan
kadang-kadang terabaikan oleh pihak Perusahaan, dapat berdampak negatif atas reputasi
dan kepercayaan masyarakat pada Perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut maka
penyelesaian pelaporan pelanggaran dari Pemangku Kepentingan sangatlah diperiukan dalam
rangka menjamin hak-haknya dalam bernubungan dengan Perusahaan dan menjamin
penanganan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan,
pemerintah dan aparat berwajib,

Mekanisme penanganan pelaporan pelanggaran yang jelas merupakan hal yvang muthak
diperiukan, agar tidak terjadl perselisihan atau potensi sengketa yang berlarut-larut antara
pihak Pemangku Kepentingan dengan Perusahaan. Secara internal Perusahaan, pelaporan
pelanggaran menjadi cara untuk mendorong Pegawal Perusahgan untuk kebih ' berani
bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan, korupsi dan penyuapan dengan
melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. Hal ini berarti, mengurangi budaya
"diam” menuju ke arah budaya "kejujuran”™ “kepedulian” dan "keterbukaan”.

Pedoman Pelaporan Pelanggaran ( Whistle biowing System) ini merupakan sistem yang dapat
dijadikan media bagl saksl pelapor untuk menyampatkan informasl mengenal tindalah
pelanggaran yang diindikasi terjadi di dalam Perusahaan. Mekanisme inl dapat menjadi cara
yang efektif apabila dilakukan dengan struktur dan proses yang benar dan jelas, karena para
pelapor memerlukan rasa aman dan jJaminan keselamatan untuk berpartisipasi dalam
mencegah kecurangan dan tindak pldana korupsi,
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Pelaporan yang diperoleh darl mekanisme pelaporan pelanggaran (WBS) Ini perlu
mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hikuman yang tepat
agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagl mefeka yang berniat
melakukan hal tersebut.

2. LANDASAN PENYUSUNAN

a. Keinginan Perusahaan untuk temus menegakkan prinsip-prinsip Good Carporate
Governance dl seluruh lingkidngan Perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan
integritas dan transparansl,

b, Sebagal komitmen Pgrusahaan untuk menyediakan media bagl penagakan prinsip-

prinsip Good Covporate Governance, sehingga mendptakan situasl kerja yang bersih
dan bertanggungjawab.

3. Maksud, Tujuan dan Manfaat:

Maksud, tujuan dan manfaat Pedoman Sistern Pelaporan Pelangdaran (WBS) Askrindo
Syariah adalah:

a. Maksud

1) Mendorong dan mendukung pengembangan, pengeloiaan sumber daya Perusahaan
dan pengelolaan risiko usaha Perusahaan dengan penerapan prinsip kehati-hatian
(prudent), akuntabilitas, dan bertanggung jawab sejaian dengan prinsip-prinsip GOG.

2) Sebagal alst yang dapat diandalkan dalam mendeteksi dan mencegah teradinya
pelanggaran dalam perusahaan serta merupakan perwujudan implementasi GCG
ditingkat cperasional.

3) Sebagal area of Improvement yaitu menentukan area mana yang memerlukan
perbaikan.

b. Tujuan

1) Menciptakan iklim yang kondusif dan mendarong pelaporan terhadap hal-hal vang
dapat menimbulkan keruglan finansial dan non finansial serta merusak cita
perusahaan.

2) Memudahkan manajemen untuk menangani secare efektil laporan pelanggaran dan
melindungl kerahasiaan identitas pelapor serta menjaga informasi Ini dalam arsip
khusus yang dijamin keamanannya.

3) Membangun kebijakan dan infrastruktur untuk melindungl pelaper dari balasan plhai
Internal dan eksternal,

4} Mengurangl kerugian yang terjadi karena pelanggaran mealalul deteksi dinl.

5) Meningkatkan reputasl perusahaan di mata para pemangku kepentingan
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c. Manfaat
1) Tersedianya saluran pelaporan pelanggaran untuk menyampaikan Informasi
pelanggaran.
2) Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, karena semakin meningkatnya
peran serta [nsan Askrindo Syariah.

3) Tersedianya mekanisme deteksi dinl (early waming systemy) dapat mengurangi
kebocoran dan In-efislens! dalam perusahaan. \

4) Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal
terlebit dahulu, sebelum meluas menjadi masalah di ranah publlk.

3. Acuan Pedoman

a.
b.

ame e

Undang-Undang No, 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban;

Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Undang-Undang Nomor 40 Tehun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemearintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Sarta
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsl,

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus
Bagi Pelapor dan Saksi Tindzsk Pidana Pencucian Uang,

Peraturan Menterl Negara BUMN Nomor PER-10/MBU/2012 juncto Nomor : PER-
12/MBUJ2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan
Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-D1/MBU/2011 juncto
Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporate Governanca) pada Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/5.MBU/2012  tentang
Indikator{Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang
Balk (Good Covporate Governance) pads Badan Usaha Milik Negara,

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PERDE/MBL/2012 teniang
Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2012 tentang
persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentinn anggota Direks| BUMN,
Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-D9/MBU/2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Negara BUMN PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corparate Governance) pada Badan Usaha Millk Negara;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan MNomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola

Peduman Sistem Peiaporan Pelanggaman Hal 5/17

“¢
il



DOK.NO : AS-POL-M1-5

@ ASKRIND O” PEDOMAN REVISI :01
TANGGAL: 24 Juni 2022
PT JAMINAN PEDOMAN
PEMBIAYAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
ASKRINDO SYARIAH (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Perusahaan yang Baik Bagl Lembaga Penjamin;

Anggaran Dasar PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah;

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistieblowing Systern) tahun 2008 oleh
Komite Nasional Kebijakan Govermance (KNKG);

Pedoman Good Corparate Governance (GCG) PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah,
Pedoman Etika Bisnis & Ftika Kerja ( Code @f Condict) PT Jaminan Pembiayaan Askrindo
Syariah dan Pedoman Displin Pegewai (PDP) PT Jaminan Pemblayaan Askrindo
Syariah(Persero).

4. Pengertian Umum _
Pengertian umum Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran Askrindo Syariah adalah:

Whistleblowing System merupakan sister yang menoelola Pengaduan/Penyingkapan
mengenai perilalu melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia,
mandiri (Independent) dan dapat dilakukan secara anonim yang digurakan untuk
mengoptimalkan peran serta Insan Askrindo Syarigh dan pihak lainnya dalam
mengungkapkan pelanggaren yang terjadi di lingkungan Perusahaan, Whistiehlowing
System digunakan apabifa Péngaduan/Penyingkapan dianggap tidak efektid untuk
disalurkan melalul jalur formal (melalul atasan langsung atau fungsi terkait)
Whistleblower adalah sesearang atau sekelompok crang yang melaporkan informasi
atas penyimpangan atau indikas! kecurangan yang terjad| dalam perusahaan, Pelapor
seyogyanya memberkan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya
pelanggaran yang dilaporkan sahingoa capat ditelusur] atau ditindaklanjut,

Insan Perusahaan adalah anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris,
semua anggota komite di bawah Dewan Komisans, anggota Direksi, Pegawai serta
tenaga-tenaga yang diperbantukan dalam pengelolaan Perusahaan.

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan
secara umum danfatau khusus sesual dengan anggaran dasar serta memberi nasihat,
kepada Diraksi.

Direksl adalah Oigan Perusahaan vang berwenahy dan bertanggung jeawab penuh atas
pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesual dengan maksud dan
tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan
sesual dengan ketentuan anggaran dasar.

Pegawal adalah arang yang telah memenubl syarat-syarat yang ditentukan, diangkat
sebagal Pegawal Tetap dengan Ketetapan Perusahaan yang diberikan hak dan kewajiban
menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan,

Pelanggaran adalah perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat
merugikan Perusahaan maupun para pemangku kepentingan (stakeholders), vang
dilakukan oleh Pegawal atau pimpinan Perusahaan kepada Perusahaan atau lembaga lain
yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan inl umumnya
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dilakukan secara rahasia (confidential).

h. Pelaporan Pelanggaran adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan
melawan hukum.

i. Pelapor adalah pihak intermal yaitu Insan Askrindo Syariah , dan tdak tertutup adanya
pelapor berasal dari plhak eksternal yaitu pemegang peolis, pemasok, regulator dan
stakeholders yang lainnya.

j. Terlapor adalah Insan Askrindo Syariah dan Stakeholders Perseroan yang
diadukan/dilaporkan atas adanya indikasi atau dugaan melakukan pelanggaran Standar
Etika Kerja dan Etika Bisnis (Cade of Canduct),

k. Stakeholdersadalah para pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan,

I. Perwakilan stakeholders adalah perseorangan, lembaga dan atau badan hukum yang
bertindak untuk dan atas nama stakeholders dengan berdasatkan surat kuasa khusus dari
stakeholders. '

m. Pengelola Whistleblowing System adaldh Pengelola yang ditunjuk secara
secara khusus untuk melaksanakan pengelolaan terhadap Whistleblowing
System di Perusahaan, termasuk di dalamnya melaksanakan penelaahan awal
pengaduan/penyingkapan pelanggaran.

n. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran adalah Komite Personalia yang terdirl dari
Satuan Pengawasan Internal (SPI), Divisi SDM & Umum dan unit kerja lain yang berada
di bawah kewenangan Direks! berdasarkan Surat Keputusan Direksi,

0. Pelanggaran Disiplin adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Pedoman Disiplin
Pegawal PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah,

p. Perlindungan kepada pelapor (Whistieblower Protection) adalah perlindungan yang
diberikan bila pelapar memberikan idemtites yang jelas atas tindakan balasan darl
terlapar.

¢. Sidang Disiplin adalah sidang vang diadakan unmtuk memutuskan perkara atas
pelanggaran disiplin.

r. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana
larangan tersebut disertal ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya sebagaimana
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

s. Investigasi adalah keglatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran
yang dilakukan cleh Terlapor, yang telah dilaparkan metalul Tim.

t. Indikasi Awal adslah informasi vang ada di dalam pengaduan/penyingkapan,
mengandung diantaranya hal-hal sebagal berlkut : ruang lingkup laparan, pihak
terlapor, bentuk dan dasar keruglan, waktu kejadian, lokasi kejadian serta informasi
lainnya sebagaimana diatur dalam Pedoman inl

u. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)adalah keadaan dimana terdapat konflik
antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang
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saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan/atau pegawal perusahaan.

v. Korupsi didefinisikan sebagal tindakan yang melawan hukum untuk memperkaya diri
sendir dan/atau orang lain dalam perusahaan yang sama atau tidak sama, sehingga
menyebabkan kerugian bagi Negara dan/atau ekanomi Negara,

w, Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaknl mefiputi pemberian uang, barang,
rabat (discount), komisl, pinjaman tanpe bungs, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasllitas lainnya, baik yang diterima
didalam negerd maupun.di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana
elektronik atau tanpa sarana elektornik.

% Hadiah/Cinderamata, vaknl meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman
tanpe bunga, thket perjslanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan
cuma-cuma, dan fasilitas lainnya,

y. Saksi adalah seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami sendini tindak
pelanggaran yang dilakukan terlapor dan bersegia memberfkan keterangannya.

2. Penyuapan adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta
keuntungan yang tidak semestinya dar nilai apapun (berupa keuangan atau non
keuangan), langsung atau tidak fangsung, terlepas dan lokasi, merupakan pelanggaran
peraturan perundang-undangan, sebagal bujukan atau hadiah untuk orang yang
bertindak atau menahan diri dari bertindak terkalt kinerja darl tugas orang tersebut.

aa. Kecurangan adalah perbuatan tidak jujur mefipuli antara laln penipuan, pemerasan,
pemalsuan, penyembunylan atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan
dokumen palsu, yang dilakukan oleh sesecrang/sekelompok orang yang menimbulkan
potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan atau orang lain.

bb. Pencurian adalah mengambil barang atau sesuatu, baik selurubnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

cc. Tim Investigasi adalah tim yang melakukan tugas untuk mengumpulkan data-
data/bukti terkait pelanggaran. Tim Investigasi yang dimaksud adalah Unit Internal
Audit dan/atau Eksternal Investigator.

dd. Eksternal Investigator adalah pihak di luar Perusahaan yang ditunjuk oleh
Perusahaan untuk melaksanakan Investigasl secara Khusus terhadap  suatu

pengaduan/penyingkapan dugaan pelanggaran di Perusahaan.
e=. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan adalah Salah =atu organ Sistem Manajemen Antl

Penyuapan Perusahaan yang bertugas unfuk mengawasl rancangan dan pensrapan
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), menyediakan pefunjuk dan panduan untuk
karyawan atas Sistery Manajemen Anti Penyuapan dan Isu terkalt penyuapan,
memastikan Sistem Manajemen Antl Penyuapan sesual dengan persyaratan 1SO 37001,
dan melaporkan pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan kepada Dewan
Pengarah dan Direksl,
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BAB II

IMPLEMENTASI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Salah satu penyebab tedadinya penylmpangan dan pelanggaran disetiap perusahaan sehingga
menimbulkan perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme dan penyuapan, karena adanya
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Insan perusahaan dengan membuat keputusan
atau tindakan yang tidak sesual dengan tujuan atau melampaul batas wewenangnya yang
diberikan cleh peraturan perundang-undangan danfatau ketentuan internal perusahaan.

Penyimpangan dan pelanggaran merupakan suatu kondisi yang dapat mempengaruhi
pertimbangan pribadl dan/atau dapat menyingkirkan profesionallsme dan integritas insan
Perusahaan dalam melaksanakan tugas, sehingga akan berimplikas| pada pencapaian kinerja dan
citra perusahaan dalam jangka panjang.

Karena Itu, Askrindo Syariah b-::n.rsal'la_ menutupl keaﬂnpaian dan berbagai kondisi dalam
lingkungan aktivitas perusazhaan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan
penilaian independensi dari pegawai demi kepentingan terbaik perusahaan.

1, Kebijakan Umum
Untuk menujukkan komitmen terhadap penerapan GCG di perusahaan, Pedoman Sistem
Pelaporan Pelanggaran Inl akan diterapkan secara konsisten di semua aktivitas bisnis
perusahaan, Karena itu Askrindo Syariah dalam menjaga kepercayaan dan krediblitas
perusahaan dengan masyarakat, pemegang saham, pemerintah, mitra kerja dan pemangku
kepentingan lainnya selalt mengedepankan integritas dan komitmen yang tinggl untuk
menyelesaikan setiap laporan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi
BtParusahaan.

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran akan dikaji relevansinya secara berkala untuk melihat
kesesuaian lerhadap adanya perubahan kondisi lingkungan bisnis perusahaan.

2. Prinsip Dasar
a. Dewan Komisaris, Direksi dan selurub jajaran manajemen perusahaan harus mendukung

sepenuhnya penerapan kebifakan perusahaan mengenal sistemt pelaparan pelanggaran,
sehingoa di dalam lingkungan perusshaan tidak terdapat situasi yang dapat memberikan
kesempatan bagl msan Perusahaan untuk melakukan pelanggaran, penyimpangan dan
penyalahgunaan wewenang atas suatu keputusan/jabatan.

b. Perusahaan harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pelaporan dari masyarakat dan
pegawal terkalt dengan pelanggaran, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang
yang terjad| dilingkungan perusahaan,

c. Perusahaan harus sedapat mungkin bertanggung fawab dan berslkap adil terhadap
laporan pelanggaran dan penyimpangan yang diterma oleh perusahaan, baik
pelanggaran dan penyimpangan tersebut menyangkut pegawal, Direksi maupun Dewan
Komisaris.
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d. Insan Perusahaan harus menunjukkan komitmen, integritas dan profesionalisme dalam
menerapkan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif.

3. Ruang Lingkup

Whistleblowing System (WBS) beraku bagliseluruh Insan Askrindo Syariab dan selurub
stakeholder Perusahaan

Ruang lingkup Pedoman Sistem Palaporan Pelanggaran Askrindo Syariah yang akan di

tindaklanjuti cleh Whitleblowing System, meliputi sebagal berikut:

a, Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non finansial terhadap
perusahaan akibat terjadinya Korupsl, Kolusi, Nepotisme. dan Penyuapan, pemerasan,
perbuatan curang, benturan kepentingan, Gratifixasi,

b. Pelanggaran peraturan perundang-undangan baik  yang  berkaitan  dengan
penyelengoaraan program Askrindo Syeriah maupun yang berkaitan dengan peraturan
perundang-undangan Badan Usaha Millk Negara/lainnya,

¢. Peraturan intermal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagl Perusahaan.

d. Permasalahan Akuntarsli dan pengendalian Intern atas laporan keuangan yang
berpotensi mengakibatkan salah saji secara matetial dalam laporan keuangan.

e. Permasalahan yang menyangkut independensi audit, baik oleh Intermal Audit maupun
oleh Eksternal Audit.

f. Perilaku Insan Perusahaan yang tidak terpufi yang berpotensi mencemarkan reputasi
perusahaan dan/atau yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan,

g. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar perusahaan.

h. Perbuatan yang melanggar etika, susila dan norma kesopanan.

Pedomian Nstem Polaparan Pelanggaran Hal, 10/ ld_
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4. Organ Sistem Pelaporan Pelanggaran
Tugas dan tanggung jawab organ system pelaporan pelanggaran, sebagai berikut:

a,

C.

Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penérapan Sistem Peiaporan

Pelanggaran, meliputi: \

1) Melakukan pengawasan dan penasehatan atas pelaksanaan Sistem Pelaporan
Pelanggaran. _

2) Memastikan bahwa laporan pelanggaran terlapor Direksi sudah ditindaklanjuti.

3) Memberikan pengarahan kepada Dirgks) atas penerapan  Sistem  Pelaporan
Pelanggaran.

4) Memberikan saranfrekomendasi  tindak lanjut Japoran  pengaduan  dugaan
pelanggaran kepada Menter| Negara BUMN,

Komite Audit

Tugas dan tanggung Jawab Komite© Audit dalam penerapan Sistem Pelaporan

Pelanggaran, meliputi:

1) Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan terlapeor Direkst.

2) Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran terlapor Direksi.

3) Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Komisaris.

4) Melaksarakan administrasi dan laporan atas kegiatan yang terkait dengan Sistem
Pelaporan Pelanggaran.

5) Membuat laporan posisi tindak lanjut laporan pengaduan kepada Dewan Komisaris.

Direlsi

Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran,

meliputi;

1) Memastikan telah dilaksanakannya Sistem Pelaporan Pelanggaran secara efektif.

2) Memastikan bahwa laporan pelanaggaran terlapor pegawai sudah ditindaklanjuti.

3) Mendorong untuk dilzksanakan sosialisasi berkelanjutan terhadap Sistem Pelaporan
Pelanggaran,

4) Menjamin identitas pelapor dan memberikan perlindungan kepada saksi dan pelapor.

Satuan Pengawasan Intern

Tugas dan tanogung jawab Satuan Pengawasan Intern dalam penerapan Sistem

Pelaporan Pelanggaran, mellputi:

1) Menerima perintah dari Direktur Utama untuk melaksanakan investigas! dan
pemeriksaan terlapor pegaveal,

2)  Melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti serta melakukan pemeriksaan
terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan.

3) Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direldur Urama.

4) Mengusulkan kepada Direktur Utama untuk memberkan penghargaan bagl pelapor
atas laporan pelanggaran yang terbukti kebenarannya,

Pedoman Sistevn Pelamaran Pelangagaran v Hal. 11 f17 {11
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5) Mengusulkan kepada Direktur Utama untukk memberlkan sanksi bag! pelapor atas

6)
7]

laporan pelanggaran yang tidak terbukti kebenarannya.

Melaksanakan administrasi dan laporan atas keglatan yang terkait dengan Sistem
Pelaporan Pelanggaran.

Membuat laporan posisi tindak fanjut laporan pengaduan kepada Direktur Utama,

e. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
Dalam rangka efektivites dan sesual kebutuhan perusahaan, Direksi telah membentuk
Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang bertigas untuk menerima dan menindak
lanjuti setiap laporan pelanggaran yang disampatkan, antara laln:

1)

2)

3
4)
3)
6]

mensyaratkan penifalan dan jka  diperiukan, penyafidikan terhadap setiap
penyuapan, atau pelanggaran dari kebijakan antl pemyuapan atau darl sistem
manajemen antl penyuapan, yangdiaporkan, terdeteksi atau layak diduga;

mensyaratkan tindakan yang tepat ketiks” penyelidikan mengungkapkan setiap
penyuapan, atau pelanggaran erhadap kebijgkan ant penyuapan atau sistem
manajemsan anti penyuapan;

memberdayakan dan mengaktifkan penyidik (investigator);
mensyaratkan kerjasama dalam penyelidikan dengan personal yang relevan;
mansyaratkan status dan hasil penyelidikan dilaporkan kepada Dircksl;

mensyaratkan agar penyelidikan dilakukan secara rahasia dan hasil penyelidikan
bersifat rahasia.

5. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

a.

Feskornan Sistern Pelapornan Pelangaran hal, 1

Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan olah
Karyawan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pelaparan Pelanggaran.

« Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Tim

Pengeiola Pelaporan Pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh Direksi,

Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh
Direksi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris, atau dimungkinkan menggunakan

Eksternal Investigator.

Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh
anggota Dewan Komisaris akan ditindaklanjut! oleh Dewan Komisaris lainnya vang
tidak terkena |aporan dimaksud, atau dimungkinkan menggunakan Eksternal
Investigator.

Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh
Organ Dewan Komisarls (Komite, Sekretaris Dewan Komisaris dan lain lain) akan
ditindakianjuti oleh Dewan Komisars, atau dimungkinkan menggunakan Eksternal
Iiwestigator.

{,
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¢+ Penyampalan Pengaduan/Penyingkapan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagal
barikut:
a. Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan,
rmeliputi:

1) Pelanguaran yang diadukan, melljputi jumiah  kerugian (apabila dapat
ditentukan). 1 (satu) Pengaduan/Penyingkapah sebaikrya hanya untuk 1 (satu)
pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus.

2) Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggungiawab atas
pelangoaran tersebut, termasuk  Saksissaksl dan pihak  yang diuntungkan
atau dirugikan atas pelanggaran tersebut.

3) Waktu pelangoaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa harl, minggu,
bulan, tahun ataw tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi

4) Lokasl pefanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, atau lokasi unit kerja dimana
teriadinya pelanggaran tersebut.

5) Bukti-bukti pendukungtelah terjadinya pelanggaran,

6) Bagaimana/kronologis terjadinya pelanggaran tErsebul.

7) Apakah pelanggaran tersebut pemah terjadl sebelumnya.

8) Apakah pelanggaran ersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain atau
dilaporkan sebelumnya,

b. LUntuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut
Pengaduan/Penyingkapan, maka Pelapor disarankan untuk memberikan informasi
mengenal Identitas diri, yang sekureng-kurangnya memuat alamat/nomor
telepon/ handphong/faksimillfemall,

c. Apabla Pelapor memillh untuk menggunakan anonim dalam penyampaian
Pengaduan/Penyingkapan, maka Tim Pengelola WBS wajib menjaga
kerahasiaan data dirl Pelapor, kecuall apablla proses Penhgaduan/Penyingkapan
tersebut telah ditangani oleh External Investigator dan/stau secara hukum diperiukan
identitas dirl Pelapor dalam penanganan Pengaduan/Penyinokapan tersebut.

d. Insan Askrindo Syariah wailb untuk menghubiungl dan meminta saran kepada Fungsl
Kepaluhan Artl Penvuapan terkait tindakan apa yang harus dilakukan jika dihadapkan
pada upaya atau situasi yang dapat melibatkan penyuapan,
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6. ALUR PENGELOLAAN

a. Pengelola Whistlsblowing Systemr menerima dan  menyaring  laporan
Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang diterima, apakah Informasi dan data yang
disarnpaikan sudah memenuhl indikasi awal dan sesusl (dengan kriteria laporan
Whistleblowing  System serta  dapat  ditindak lanjuti. Bila YA laporan
Pengaduan/Penyingkapan diteruskan, bila TIDAK proses Whistleblowing System
Laporan ditutup dan dianggap selasai.

h. Mekanisme pelaporan apabila Terlapor mempakan Dewan Komisari adalah
sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 .

c. Mekanisme pelaporan apabila Terapor merupakan Organ Dewan Komisaris
dan/atau Direksi adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran 2

d. Mekanlsme pelaporan apabila Terlapor merupakan Tim Pengelola Whistleblowing
System adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran 3,

e. Mekanisme pelaporan apabila Terlapor merupakan Karyawan (Karyawan Perusahaan
yang bukan merupakan anggota Tim Pengelola Whistieblowing Systemn) adalah
sebagaimana diatur dalam Lampiran 4 .

f. Mekanisme pelaporan apatila Terlapor merupakan gabungan
Karyawan /Direksi/Organ Dewan Komisaris/Dewan Komisaris adalah
sebagaimana diatur dalam Lampiran 5.

g. Seluruh proses Investigas! atas Pengaduan/Penyingkapan wajib dibuatkan Berita Acara
sebagaimana contoh format dalam Lampiran 6.

h. Seluruh proses Whistichiowing Systerm harus terdokumentasi dengan balk dan reflable
{dapat diperlanggunagjawabkan).

i. Tim Pengelola Whistieblowing Systern wajib melakukan soslalisasi dan perbaikan atas
pengelolaan Whistleblowing Systern secara berkala, serta menyampaikan  hasil
pengelolaan Whistieblowing Systern setiap akhir tahun untuk dimuat dalam Laporan
Tahunan Perusahaan/Annval Report.

Pedoman Sistermn Pelaparan Pelangaaran Hal 18 /17
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7. Saluran Pelaporan Pelanggaran

Perusahaan menyediakan fasilitas saluran laporan pelanggaran melalui:

a. Telepon Direct : +62 81617777630

b. SMS: 462 B1617777630

c. WA: +62 81617777630

d. E-mail : whs@askrindosyariah.co.id

e. Surat : Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran PT Jaminan Pembiaysan Askrindo Syariah
f. Sarana pelaporan fain yvang ditentukan oleh Perusahaan

8, Perlindungan Terhadap Pelapor

a.

b.

Parusahaan memilikl komitmen yang jelas dan tidak memihak untuk mendukung dan
melindungi semua pelapor yang menginformasikan kejadian pelanggaran yang terjadi di
perusahaan. Peiapor mendapatikan pariindungan antara lain:

1) Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan,

2) Menglzinkan pelaporan @anpa nama.

3) Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman,
intimidasi, pembalasan, diskriminasi atau disipliner terhadap laporan yang dibuat
dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar dari pihak manapun selama
Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.

4) Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagl para pihak yang melaksanakan
investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informast terkait dengan
pennaduan/penyingkapan tersebut.

Perlindungan dan jaminan kerahasiaan tidak diberikan kepada Pelapor yang terbukti
melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah, Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan
dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampalkan mengandung laporan palsu, fitnah,
tanpa dasar yang jelas, maka Pelapor dapat digugat ballk atau dikenal sanksi sesual
dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan intemal perusahaan,

Apabila hasil Investigasl menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang
disampaikan oleh Pelapor mengandung kebenaran dan dapat mengembalikan uang/aset
atau menjaga reputas perusahaan, maka Perusahaan memberikan penghargaan/reward
kepada Pelapor sesual dengan peraturan intemal Perusahaan.

5. Pelanggaran dan Sanksi

al

Pelanggaran

1) Setiap sikap, perilaku, tindakan Insan Perusahaan yang tidak sesual dengan ketentuan
yang berlaku dan norma-norma etika merspakan pelanggaran.

1) Senap Pengelola Sistern Pelaporan Pelanggaran yang tidak melaksanakan tugas
dengan baik dan tidak meningaklanjuti laporan pelanggaran merupakan pelanggaran.

3} Terhadap pelanggaran Insan Perusahaan yang diduga mengandung unsur melawan
hukum, tindak pidana atau pelanggaran perdata dapat diteruskan kepada lembaga
yang berwenang menangani sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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b. Sanks| kepada Insan Perusahaan
1) Sikap, perilaku, tindakan dan ucapan Insan Perusahaan yang tidak sesual dengan
ketentuan yang berlaku dan norma-norma etika dikenakan sanksi moral dan
administratir,
2) Sanksi moral dapat ditetapkan oleh penpelola sistem pelaporan pelanggaran.
3) Sanksi administratii sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan Askrindo
Syariah.

Pedoman Sistem Pelaparan Pelanggaian Hl. 35 /17

et



DOK.NO : AS-POL-M1-5
@ ASKRINDO PEDOMAN REVISI :01
TANGGAL: 24 Juni 2022

PT JAMINAN PEDOMAN
PEMBIAYAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
ASKRINDO SYARIAH (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
BAB III
EVALUASI DAN SOSIALISASI

Dalam rangka efektifitas penerapan sistem pelapofan pelanggaran, perusahaan
melakukan evaluasl secara berkala serta melaksenekan sosialisasi  secara
berkesinambungan kepada scluruh Insan Peruszhaan maupun kepada Pemangku
Kepentingan.

1. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perusahaan melakukan evaluas terhadap penerapanysistem pelaporan pelanggaran
untuk menilal eksistenst dan mengetahui kesesugian pedoman tersebut dengan kebutuhan
perusahaan serta mengetahul efektivitasdar penerapan yang dilakukan. Perusahaan akan
senantiasa melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap
pedoman sistem pelaporan pelanggaran mengacy pada hasil evaluasi yang telah dilakukan
serta apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan
anggaran dasar perusahaan yang berkaltan dengan materi sistem pelaporan pelanggaran.

2. Sosialisasi Sistemn Pelaporan Pelanggaran

Dalam rangka mempersamplt rentang perbedaan pemahaman setiap individu terhadap
penerapan pedoman sistem pelaporan palanggamn d perusahsan, maka perusahaan
secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasl kepada pihak internal dan eksternal,
dengan ketentuan:

a. Pemahaman terhadap sistem pelaporan pelangoaran harus dijadikan acuan oleh Insan
Perusahaan maupun oleh seluruh Pemangku Kepentingan, Pemahaman sisteém
pelaporan pelanggaran diperiulkan oleh perusabaan untuk meningkatkan capain kinerja
yang lebih baik secara terus meneris dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak-
pihak yang terkait.

b. Bagl pihak Intemal, sosialisasi diamhkan untuk meningkatkan pemahaman serta
menumbuhkan kesadaran dan kemitmen Insan Perusahaan untuk melaporkan apabila
diketahul terdapat Indikasi maupun potensi  penyimpangan dan  pelanggaran
dilingkungan perusahaan,

c. Bagl pihak eksternal, scsialisasi diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang
sistem pelaparan pelanguaran yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga terwujud
proses bisris yang sehat serta terbebaskan aktivitas perusahaan dari kegiatan-kegiatan
yang dapat merugikan perusahaan,

d. Sosialisasi yang berkelanjutan dilakukan untuk memudahkan dan memastikan bahwa
selurub Insan Perusahaan maupun pibak lain mengetahul adanya Sistem Pelaporan
Pelanggaran,
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